BAB 5
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis penulis sebelumnya, virtual property dalam game
online termasuk suatu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Yang diketahui
bahwa Hak Cipta merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud menurut
Undang-Undang PPN, hal tersebut membuat virtual property dalam game online
merupakan barang kena pajak tidak berwujud yang dapat dipungut PPN.

2. Virtual property dalam game online merupakan data virtual, yang membuat
kurang terdeteksinya pelaku perdagangan virtual property dalam game online
sehingga dalam pemungutannya masih bergantung berdasarkan ketersediaan atau
tidaknya para pelaku perdangangan untuk dikukuhkan sebagai PKP karena dalam
UU PPN pemungutan PPN hanya dapat dilakukan jika para pelaku usaha telah
dikukuhkan sebagai PKP, kendala bahwa tidak diketahuinya seberapa banyak
omzet penjualan virtual property dalam game online ke dalam user atau pemain di
Indonesia jika penyedia jasa game online yaitu sebagai produsen awal dalam
saluran distribusi berdomisili di luar negeri atau di luar daerah pabean, dan kendala
dalam penetapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) karena virtual property dama game
online yang didapatkan oleh pemain hanya dengan cara bermain game online yang
bersangkutan.

3. Penanganan dalam kendala — kendala diatas yaitu dapat berupa penerapan
single identification number (SIN), untuk dapat mengintensifkan pertukaran data
antar instansi pemerintah. SIN harus memuat keseluruhan data tentang individu
dan/atau badan usaha, dalam hal PPN yang terpenting bahwa SIN harus memuat
tentang status kewarganegaraan dan status PKP dari individua tau badan usaha
tersebut. Adanya penetapan pengaturan DPP mengenai bagaimana cara
penghitungan harga awal, dan penguatan pendidikan dan sosialisasi terkait
kesadaran kewajiban masyarakat dalam membayar pajak.
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B. Saran

1 Dibuat pengaturan lebih jelas dan rinci oleh pemerintah mengenai Kriteria
Barang Kena Pajak dalam UU PPN, serta dibuat peraturan baru tentang virtual
property untuk seluruh bidang yang terkait dengan virtual property.

2 Perubahan system identitas unik yang dimiliki oleh masing — masing
individu dan/atau badan hukum agar menjadi satu identitas unik yang mencangkup
semua data yang terkait oleh setiap instansi pemerintahan atau dapat disebut
sebagai Single Identification Number.

3 Dibuatnya sistem penyuluhan online dalam setiap game online yang berada
di wilayah pabean untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran
pajak pada setiap transaksi barang. Dengan cara mengharuskan pengusaha game
online yang berada di wilayah pabean membuat iklan khusus yang terkait tentang
Dasar Pengenaan Pajak pada setiap game online yang dijadikan bidang usahanya.
Serta mewajibkan pengusaha game online yang berada di wiayah pabean

mencantumkan DPP pada Term and Condition dalam setiap game online.
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